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AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi hukum pidana terhadap ayah sebagaipelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor05/JN/2016/MS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau contentanalysis , yang menggunakan data sekunder yaitu penelitian yang bersifat pembahasanmendalam terhadap isi suatu dokumen tertulis baik dari buku maupun tulisan ilmiah lainnyayang relevan dengan pengaturan hukum pidana. Namun dalam penelitian ini jugamenggunakan metode sosiologis/empiris dengan melakukan wawancara  kepada salah satuhakim Mahkamah Syar’iyah. Kesimpulan tulisan adalah bahwa terdapat perbedaan sanksipidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014.Sanksi pidana dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 lebih rendah dibandingkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan payung hukum dari upaya perlindunganterhadap anak.
Kata kunci: sanksi pidana, ayah, tindak pidana pemerkosaan

AbstractThe purpose of this study was to determine the sanction of criminal law to the father as theperpetrator of rape according to Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002and Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat and analysis of Court Decision shar ' Yeah LangsaNo. 05 / JN / 2016 / MS. The method used in this research is the analysis of the content or thecontent analysis, which uses secondary data research that is in-depth discussion of thecontent of a written document from the book and other scientific papers relevant to criminallaw arrangements. But in this study also used the sociological method / empirical to do aninterview to one Syar'iyah Court judges. The conclusion is that there is a difference writingscriminal sanctions in Law No. 35 of 2014, with Qanun No. 6 of 2014. The criminal sanction inQanun No. 6 of 2014 was lower than in Act No. 35 of 2014 which is the legal umbrella ofsafeguards against child.
Keyword : sanction of criminal, father, the perpetrator of rape

I. PendahuluanKejahatan sebagai suatu fenomenasosial merupakan bagian dari keseluruhanproses-proses sejarah peradaban manusia,dimana interaksi yang dilakukan olehmanusia memungkinkan terjadinyaketersinggungan kepentingan denganmanusia lainnya. Kejahatan dalammasyarakat (crime in society) tetapdipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan

masyarakat seperti : politik, ekonomi, sosial,budaya dan sebagainya. Indonesia memilikikompleksitas persoalan anak yang hinggasaat ini belum terselesaikan secaramenyeluruh dan komprehensif.Peningkatan kekerasaanseksualterhadap anak terjadi sepanjang 5tahun terakhir. Berdasar data yang dihimpunPusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas
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Anak, dalam kurun waktu 2010-2015.SamsulRidwan mengatakan jumlah aduan pada2010 sebanyak 2.046, di mana 42% diantaranya merupakan kejahatan seksual.Pada 2011 menjadi 2.467 kasus, yang52% kejahatan seksual.Sementara pada2012, ada 2.637 aduan yang 62% kekerasanseksual.Meningkat lagi di 2013 menjadi2.676 kasus, di mana 54% didominasikejahatan seksual. Kemudian pada 2014sebanyak 2.737 kasus dengan 52%kekerasan seksual. Melihat 2015, terjadipeningkatan pengaduan sangat tajam, ada2.898 kasus dimana 59,30% kekerasanseksual dan sisanya kekerasan lainnya.62 %kekerasan terhadap anak terjadi dilingkungan terdekat keluarga danlingkungan sekolah, selebihnya 38% di ruangpublik. Bukan hanya itu, predator ataupelaku kejahatan terhadap anak jugadilakukan orang terdekat seperti ayahkandung, ayah tiri, abang, keluarga terdekat,guru, tetangga, bahkan penjaga sekolah.1Data tersebut sungguh bertolakbelakang dengan semangat Indonesia dalamupaya perlindungan terhadap anak.Beberapa instrumen hukum yang dimilikiIndonesia menunjukkan bahwa Indonesiatelah lama memberikan perhatian terhadapupaya perlindungan terhadap anak, SepertiPasal 28B UUD NRI 1945, Undang-UndangNomor 4 Tahun 1979 tentang KesejahteraanAnak, Ratifikasi Konvensi Hak Anak melaluiKeputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tantang PerlindunganAnak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak sertadengan dibentuknya suatu lembaga
1 http://news.liputan6.com/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5-tahun-terakhir. Diakses  Pada pukul13.00 WIB. Tanggal  22 Oktober 2016.

independen yang kedudukannya sejajardengan komisi lainnya yaitu KPAI (KomisiPerlindungan Anak Indonesia). Semua haltersebut membuktikan keperdulianIndonesia terhadap komitmenpenyelenggaraan perlindungan terhadapanak. Indonesia memasuki periodeketerpurukan hukum dimana kejahatanterhadap anak meningkat tajam. Situasi inimembawa Indonesia dalam Periode DaruratKekerasan terhadap Anak. Padahal Anak-anak adalah bagian dari generasi mudasebagai pemegang tongkat estafetkepemimpinanbangsa yang akan datang.Rizzini, seorang psikolog menyatakan “Anak-
anak adalah awal sebuah peradaban,
kemusnahan/kerusakan anak-anak adalah,
kemusnahan sebuah peradaban.” 2 pendapatRizzini menjelaskan bahwa baik buruknyakualitas anak-anak yang dimiliki suatubangsa akan berdampak padakeberlangsungan dan masa depan bangsatersebut. Melihat peran strategis tersebutsudah seharusnya pemerintah dan seluruhelemen masyarakat memberikan perhatiansecara serius untuk membentuk anak-anakyang cerdas, pintar, berakhlak baik sertamelindungi anak dari kekerasan,diskriminasi yang berakibat padaterganggunya psikologis anak.Tindak pidana pemerkosaan adalahsalah satu tindak pidana kekerasan seksualbaik dilakukan terhadap anak-anak atauorang dewasa. Pemerkosaan yang dilakukanterhadap anak menimbulkan dampak yangsangat kompleks, dikarenakan tidak hanyakerugian materiil yang dialami korbannamun kerugian inmateriil yang berdampakpanjang dan merusak masa depan anak.Sesuatu yang justru sangat mengenaskanadalah tindak pidana pemerkosaan yang

2M.Ghufron H Kordi K, Durhaka Kepada
Anak (Refleksi mengenai Hak&Perlindungan
Anak), (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), 2015,hal 2.
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dilakukan oleh ayah terhadap anakkandungnya.Di Langsa telah terjadi tindak pidanapemerkosaan yang dilakukan oleh ayahkandung (AS) terhadap anak perempuannyaBunga (bukan nama sebenarnya). Perbuatantercela itu terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitupada bulan oktober 2015 dan 5 November2015. Berdasarkan perbuatan terdakwamaka Mahkamah Syar’iyah Langsa dalamPutusan Nomor 05/JN/2016/MS.Lgsmemutuskan menghukum terdakwa denganpidana penjara selama 180 (seratus delapanpuluh bulan) atau 15 (lima belas) tahun.Berdasarkan putusan tersebut terdakwamengajukan banding. Mahkamah Syar’iyahAceh dalam Putusan Nomor06/JN/2016/MS.Aceh memutuskanMenguatkan Putusan Mahkamah Syar’iyahLangsa. Selanjutnya terdakwa mengajukankasasi dan Mahkamah Agung dalam PutusanNomor 03/K/Ag/JN/2016 memutuskanMenolak permohonan kasasi dari terdakwa.Pengaturan mengenai tindak pidanapemerkosaan yang dilakukan terhadap anakdiatur dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Tetapi khusus untuk provinsi Aceh denganpemberlakuan syaria’at Islam maka sanksihukum terhadap tindak pidana pemerkosaandiatur dalam QanunNomor 6 Tahun 2014tentang Hukum Jinayat. Perlakuan ini sesuaidengan asas Lex specialis derogat legi
generalis. Asas tersebut menyatakan bahwahukum yang bersifat khusus (lex specialis)mengesampingkan hukum yang bersifatumum (lex generalis).Terdapat perbedaan sanksi pidanabagi tindak pidana pemerkosaan yang diaturdalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014 dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014.Berdasarkan uraian kasus diatas penulistertarik untuk membahas tulisan ini dalambeberapa permasalahan yaitubagaimanasanksi hukum pidana terhadap ayah sebagaipelaku tindak pidana pemerkosaan menurutUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 dan Qanun Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ?Bagaimana analisis terhadap PutusanMahkamah Syar’iyah Langsa Nomor05/JN/2016/MS.Lgs ?Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah analisis isi atau content
analysis3 ,yangmenggunakan data sekunderyaitu penelitian yang bersifat pembahasanmendalam terhadap isi suatu dokumentertulis baik dari buku maupun tulisanilmiah lainnya yangrelevandenganpengaturan hukum pidana.Namun dalam penelitian ini jugamenggunakan metode sosiologis/empirisdengan melakukan wawancara kepada salahsatu hakim Mahkamah Syar’iyah.

I. Perumusan MasalahYang menjadi Rumusan Masalah padapenelitian ini adalah:1. Bagaimana kajian pengertian tindakpidana pemerkosaan berdasarkan HukumNasional dan Hukum Syariat Islam?2. Bagaimana sanksi pidana terhadap ayahsebagai pelaku tindak pidana pemerkosaanmenurut Hukum Nasional?3. Bagaimana sanksi pidana terhadap ayahsebagai pelaku tindak pidana pemerkosaanmenurut Hukum Syariat Islam (Qanun)?
II. Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat PenelitianPenelitian ini jenisnya penelitianyuridis normatif. Pendekatan yuridisnormatif, yakni penelitian yang difokuskanuntuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukumpositif.4 Bentuk dari hasil penelitian ini akandituangkan secara deskriptif. Suatupenelitian deskriptif, dimaksudkan untukmemberikan gambaran yang setelitimungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala
3 R. Babbie., Loc. Cit4Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi

Penelitian Hukum Normatif, (Malang:Banyumedia Publishing), 2008, hal 295.



Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016 ISSN No: 1979 – 8652

107

lainnya. 5 Yang dalam hal ini dibatasimengenai sanksi pidana terhadap seorangayah yang melakukan tindak pidanapemerkosaan menurut Hukum Nasional danHukum Syariat Islam (Qanun).Penelitian bersifat deskriptif analitisyaitu merupakan penelitian yang bertujuanmenggambarkan secara cermat karakteristikdari fakta-fakta (individu, kelompok ataukeadaan) dan untuk menentukan frekuensisesuatu terjadi. 6 Analisis yang dimaksudberdasarkan gambaran, fakta yang diperolehakan dilakukan analisis secara cermat untukmenjawab penelitian.7
B. Sumber DataDalam penyusunan yang digunakandalam penulisan ini, data dan sumber datayang digunakan adalah :1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahanhukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Undang-Undang No. 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak. Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum JInayat ,dan Peraturan Perundang-Undanganyang berkaitan dengan PerlindunganAnak.2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupabahan yang memberikan penjelasanterhadap bahan hukum primer, yaituhasil karya para ahli hukum berupabuku-buku, pendapat-pendapat parasarjana yang berhubungan denganpenelitian ini.3. Bahan Hukum tersier atau bahanhukum penunjang, yaitu bahan hukumyang memberikan petunjuk ataupenjelasan bermakna terhadap bahanhukum primer dan/atau bahan hukumsekunder, yaitu Kamus Hukum, danlain-lain.
C. Metode Pengumpulan Data

5 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian
Hukum, (Jakarta: UI Press), 2006, hal 295.6 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan
Hukum, (Jakarta: Granit), 2000, hal 58.7 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum
Indonesia Pada Akhir ke-20, (Bandung: Alumni),1994, hal, 101.

Teknik Pengumpulan Data yangdipergunakan di dalam penelitian ini adalahdengan cara “Penelitian Kepustakaan”(Library Research) yaitu penelitian yangdilakukan dengan cara pengumpulanLiteratur dengan sumber data berupa bahanhukum primer dan ataupun bahan hukumsekunder yang ada hubungan denganpermasalahan yang dibahas dalam penelitianini.
D. Analisis DataDi dalam penulisan ini yangtermasuk ke dalam tipe penelitian hukumnormatif, pengelolaan data pada hakikatnyamerupakan kegiatan untuk melakukananalisis data terhadap permasalahan yangdibahas. Hal ini dilakukan denganmenganalisa bahan-bahan yang diperolehdari peraturan produk perundang-undangan,buku, dan karya ilmiah serta bahan dariinternet yang berkaitan erat dengan “KajianYuridis Sanksi Pidana Terhadap AyahSebagai Tindak Pelaku PemerkosaanMenurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014” yangkemudian dianalisa secara induktif kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan
A. Pengertian Tindak Pidana

PemerkosaanIstilah tindak pidana berasal dariistilah yang dikenal dari hukum pidanaBelanda yaitu “Strafbaar feit” istilah initerdapat dalam Wetboek van StrafrechtBelanda, tetapi tidak ada penjelasan resmimengenai apa yang dimaksud dengan
Strafbaar feit.8Strafbaar feit adalah kelakuan(handeling) yang diancam dengan pidana,yang bersifat melawan hukum, berhubungandengan kesalahan dan dilakukan oleh orangyang bertanggungjawab.Vos merumuskan definisi Strafbaar
feit adalah een menselijke gedraging, waarop

8 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum
Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),, 2002,hal 67.
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door wet straf is gesteld (perbuatan pidanaadalah suatu kelakuan manusia yangdiancam pidana oleh peraturan perundang-undangan).9 Sedangkan Moeljatno memberidefinisi perbuatan pidana sebagai“perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidanabarangsiapa melanggar larangan itu.”10Hazewinkel Suringa seperti dikutipoleh Lamintang mengartikan Strafbaar feitsebagai suatu perilaku manusia yang padasuatu saat tertentu telah ditolak dalamsesuatu pergaulan hidup tertentu dandianggap sebagai perilaku yang harusditiadakan oleh hukum pidana denganmenggunakan saran-sarana yang bersifatmemaksa yang terdapat di dalamnya. Pompemenyebutkan bahwa Strafbaar feit secarateoritis dapat dirumuskan sebagai suatupelanggaran norma (gangguan terhadap tatatertib hukum) yang dengan sengaja maupuntidak sengaja telah dilakukan oleh seorangpelaku, dimana penjatuhan hukumanterhadap pelaku tersebut adalah perlu demiterpeliharanya tertib hukum danterjaminnya kepentingan umum.11Berdasarkan pengertian diatastindak pidana atau perbuatan pidanadiartikan sebagai perbuatan yang dilarangoleh undang-undang dan memiliki sanksibagi yang melanggarnya. Dalam definisi yangdirumuskan Suringa menyinggung mengenaikesalahan dimana kesalahan itu sendiriberkaitan dengan pertanggungjawabanpidana. Kekerasan seksual adalah semuabentuk ancaman dan pemaksaan seksual.Dengan kata lain kekerasan seksual adalahkontak seksual yang tidak dikehendaki oleh
9Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum

Pidana, (Jakarta: Penerbit Balai Aksara), 1993, hal126. 10 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip
Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya AtmaPusaka), 2014, hal 91.11Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana
Indonesia, (Bandung: PT Citra Adiyta Bakti),1997, hal 181-182.

salah satu pihak. Intinya kekerasan seksualterletak pada ancaman (verbal) danpemaksaan (tindakan). 12 Dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP)pengertian mengenai kekerasan seksualdapat ditemui dalam Pasal 285 dan Pasal289. Dalam Pasal 285 ditentukan bahwabarang siapa dengan kekrasan atau ancamankekerasan memaksa perempuan yang bukanistrinya berhubungan seksual dengan dia,dihukum, karena memperkosa denganhukuman penjara selam-lamanya 12 tahun.Sedangkan dalam Pasal 289 KUHPdisebutkan barang siapa dengan kekerasanatau ancaman kekerasan memaksaseseorang melakukan atau membiarkanmelakukan pada dirinya perbuatan cabul,dihukum karena merusakkan kesopanandengan hukuman penjara selama-lamanyasembilan tahun.Menurut R.Soesilo yang dimaksuddengan perbuatan cabul, sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 289 KUHP, adalahsegala perbuatan yang melanggarksesusilaan (kesopanan) atau perbuatan kejiyang semua ada kaitannya dengan nafsubirahi kelamin, misalnya : cium-cium,meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentukperbuatan cabul.13Ancaman adalah tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agarpihak lain bertindak sesuai dengan keinginanpihak yang menakut-nakuti. Ketika orangdewasa mangancam anak untuk melakukantindakan sesuai dengan keinginannya,apabila anak ketakutan dan kemudianmematuhi yang diperintah orang dewasa,maka ancaman tersebut akan terealisasi
12 M.Irsyad Thamrin dan M.Farid,

Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal,(Yogyakarta: Lembaga Bantuan HukumYogyakarta Bekerja Sama dengan TIFAFondation), 2010, hal 518.13R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor:Politeia), 1996,hal 212.
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dalam bentuk tindakan. Memaksa adalahperintah dari suatu pihak agar pihak lainmengerjakan sesuatu yang diinginkannya.Walaupun pihak lain tidak maumengerjakannya, namun pihak yangmemberikan perintah mengharuskan pihaktersebut mengerjakannya.14Memperkosa adalah memasukkansecara paksa penis ke dalam vagina ataudubur. Jadi istilah memperkosa inimemberika  kandungan yang sama denganmemaksa, yakni sama-sama bentuk daritindakan hanya bedanya tindakan memaksabelum tentu berbentuk persetubuhan,sedangkan memperkosa sudah pastiberbentuk persetubuhan terlepaspersetubuhan itu dilakukan antar orangdewasa atau dengan anak-anak,15 Kecendrungan masyarakat untukmelampiaskan rasa kemarahan dankebenciannya terhadap pelaku tindka pidanaini rupanya terbatas hanya pada tindakpidana kovensional seperti pencurian,perampokan (pencurian dengan kekerasan),penipuan, dan penggelapan tetapi tidak padatindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan atau statussosial terhormat seperti “kejahatan berdasi”atau “kejahatan kerah putih”.Berdasarkan pelakunya terdapatempat jenis pemerkosaan yaitu sebagaiberikut :1. Perkosaan yang dilakukan oleh orangyang dikenalYaitu perkosaan yang dilakukan olehteman atau anggota keluarga.2. Perkosaan oleh pacar (dating rape)Yaitu perkosaan yang terjadi ketikakorban sedang berkencan denganpacarnya seringkali diawali cumbuanyang akhirnya terjadi pemaksaanhubungan seks.
14 Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan

Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seskual Terhadap
Anak, (Jakarta: PT Buku Seru), 2015, hal 4.15Ibid

3. Perkosaan dalam perkawinan(marital rape)Yaitu perkosaan yang biasa terjadipada istri yang ketergantungan sosialekonomi pada suami, berupapemaksaan hubungan yang tidakdikehendaki oleh pihak istri.4. Perkosaan oleh orang asingYaitu perkosaan yang seringkalidisertai dengan kejahatan lainnyaseperti perampokan, pencurian,penganiayaan ataupunpembunuhan.16
Qanun Jinayat

Qanun secara etimologis, berasal daribahasa yunani yang masuk menjadi bahasaArab yang melalui bahasa Siryani yangberarti alat pengukur. Dalam bahasa Inggris
qanun disebut canon, yang antara lainsinonim artinya dengan peraturan(regulation, rule, atau ordinance), hukum(law), norma (norm), undang-undang(statute atau code), dan peraturan dasar(basic rule). Dalam konteks Indonesia, istilah
‘qanun’ digunakan tidak hanya untuk hukumyang berkaitan dengan masyarakat, tapi jugauntuk hukum yang bertalian dengan masalahibadah seperti zakat dan haji. Perlu digarisbawahi, di samping dapat berarti hukumatau hal-hal yang berisi hukum, qanun jugadapat digunakan istilah bagi pendaftaran dan
list (daftar), rekaman pajak tanah (register
and list recording land taxes)17.Berdasarkan Undang-Undang No. 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,Pemerintah Aceh diberikan beberapakewenangan istimewa dalam mengurusdaerahnya.Salah satu kewenangan yangdimiliki oleh Pemerintah Aceh adalahpenerapan nilai-nilai syari’at Islam kepadamasyarakat setempat yang diatur

16 http://situs.kesrepro.info/gerdervaw/materi/perkosaan17Ahmad Sukardja, dan Mujar IbnuSyarif,
Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & Qanun,(Jakarta: SinarGrafika), 2012, hal 120.
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berdasarkan Qanun. Qanun sendirimerupakan peraturan perundang-undangansejenis peraturan daerahprovinsi/kabupaten/kota yang mengaturpenyelenggaraan pemerintahan dankehidupan masyarakat Aceh.Kata jinayah merupakan bentukverbal noun (masdar) dari kata jana. Secaraetimologi, kata jana berarti berbuat dosaatau salah, sedangkan jinayah diartikanperbuatan dosa atau perbuatan salah. Orangyang berbuat salah disebut jani dan orangyang dikenai perbuatan atau korban disebut
mujna’alaih. Kata jinayah dalam istilahhukum sering disebut dengan delik atautindak pidana.18

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 TentangHukum Jinayat mulai diberlakukan di Acehpada 23 Oktober 2015. Pemberlakukan
qanun ini mulai berlaku satu tahun setelahdiundangkan pada 23 Oktober 2014 lalu.
Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukumpidana yang berlaku bagi masyarakat Acehyang dibentuk berdasarkan nilai-nilaisyari’at Islam. Qanun Jinayat mengaturtentang Jarimah (perbuatan yang dilarangoleh syari’at Islam), pelaku jarimah, dan
uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkanoleh hakim terhadap pelaku jarimah).Cita-cita mewujudkan syari’at Islamtersebut diwujudkan dalam aturan hukumdaerah yang disebut dengan Qanun. Salahsatu unsur dari pengaturan Syari’at Islamdalam aturan qanun adalah adanya unsurpidana Islam (jinayah), yang bertujuanmenimbulkan aspek “jera” bagi para pelakupelanggar Syari’at Islam. Selain itu juga,dengan ditetapkannya lembaga peradilanyang berwenang mengadili dan menghukumpelaku pelanggar Syari;at Islam, yaituMahkamah Syar’iyah, menjadikan gambaranbahwa setiap unsur dalam pemerintahan

18Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga,Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah,(Prenadamedia Group), 2016, hal 2.

Aceh berupaya untuk menjaga danmelestarikan nilai-nilai Syari’at Islam.19
B. Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai

Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
Menurut Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002.Anak sebagai makhluk Tuhan YangMaha Esa dan mahluk sosial, sejak dalamkandungan hingga berusia 18 (delapanbelas) tahun hak-hak yang dilindungi olehhukum, dimana hak-hak tersebutmengakomodir karakteristik/ciri khasseorang anak. Prinsip-prinsip umumperlindungan anak yaitu nondiskriminasi,kepentingan terbaik anak, keberlangsunganhidup dan tumbuh kembang, danmenghargai partisipasi anak.Untuk melaksanakan upayaperlindungan terhadap kesejahteraan anakdan memberikan jaminan terhadappemenuhan hak-haknya tanpa adanyaperlakuan diskriminatif, maka negara telahmemberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak. Namun seiringberjalannya waktu, pada kenyataannyaundang-undang tersebut dirasa belum dapatberjalan secara efektif karena masih adanyatumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisianak, di sisi lainmeningkatnya kejahatanterhadap anak di tengah-tengah masyarakat,salah satunya adalah kejahatan seksual yangsaat ini banyak dilakukan oleh orang-orangdekat sang anak, serta belumterakomodirnya perlindungan hukumterhadap anak penyandang disabilitas.

19fahum.unsam.ac.id/2016/09/urgensi-penetapan-hukum-jinayah-dan-acara-jinayah-di-aceh-suatu-wujud-mengembalikan-moralitas-masyarakat-aceh.html, diakses pada tanggal 27Oktober 2016 .
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Sehingga, berdasarkan paradigma tersebutmaka Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak yang saatini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (duabelas) tahun akhirnya diubah denganUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014 mempertegas tentang perlunyapemberatan sanksi pidana dan denda bagipelaku kejahatan terhadap anak terutamakepada kejahatan seksual yang bertujuanuntuk memberikan efek jera, sertamendorong adanya langkah konkrit untukmemulihkan kembali fisik, psikis dan sosialanak. Hal tersebut perlu dilakukan untukmengantisipasi anak (korban kejahatan)dikemudian hari tidak menjadi pelakukejahatan yang sama. Karena berdasarkanfakta yang terungkap pada saat pelakukejahatan terhadap anak (terutama pelakukejahatan seksual) diperiksa di persidangan,ternyata sang pelaku dulunya juga pernahmengalami (pelecehan seksual) sewaktusang pelakumasih berusia anak,sehinggasang pelaku terobsesi untukmelakukan hal yangsama sebagaimana yangpernah dialami.Undang-Undang 35 Tahun 2014melarang perbuatan kejahatan seksualterhadap anak, Pasal 76D menyebutkan:“setiap orang dilarang melakukan kekerasanatau ancaman kekerasan memaksa anakmelakukan persetubuhan dengannya ataudengan orang lain”. Selanjutnya Pasal 76Emenyebutkan: “setiap orang dilarangmelakukan kekerasan atau ancamankekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaiankebohongan, atau membujuk aak untukmelakukan atau membiarkan dilakukanperbuatan cabul.”Sanksi pidana terhadap kejahatanseksual tersebut yaitu Pasal 76D tindak

pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 81yang berbunyi:1) Setiap orang yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 76Ddipidana dengan pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda palingbanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah).2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku pula bagi SetiapOrang yang dengan sengaja melakukantipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk Anak melakukanpersetubuhan dengannya atau denganorang lain.3) Dalam hal tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan olehOrang Tua, Wali, pengasuh Anak,pendidik, atau tenaga kependidikan, makapidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dariancaman pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1).Kemudian sanksi pidana terhadapPasal 76E tindak pidana pencabulan diaturdalam Pasal 82 yang berbunyi:1) Setiap orang yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 76Edipidana dengan pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda palingbanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah).2) Dalam hal tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan olehOrang Tua, Wali, pengasuh Anak,pendidik, atau tenaga kependidikan, makapidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dariancaman pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1)Berdasarkan uraian sanksi pidanadiatas menjelaskan bahwa adanyapemberatan sanksi pidana bagi orangtua,wali, pengasuh anak, pendidik atau tenagakependidikan yang melakukan kejahatanseksual terhadap anak, baik tindak pidanapemerkosaan maupun pencabulan.Pemberatan tersebut adalah 1/3 dariancaman pidana. Sehingga ancaman
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maksimal menjadi 20 (dua puluh)  tahunpenjara.
C. Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai

Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan
Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat.Pemerkosaan dalam qanun jinayatadalah: Pemerkosaan adalah hubunganseksual terhadap faraj atau duburorang lain sebagai korban denganzakar pelaku atau benda lainnya yangdigunakan pelaku atau terhadap farajatau zakar korban dengan mulutpelaku atau terhadap mulut korbandengan zakar pelaku, dengankekerasan atau paksaan atauancaman terhafap korban.20

Qanun jinayat mengatur mengenaisanksi pidana terhadap jarimahpemerkosaandalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 56.Namun dalam tulisan ini pasal yang dibahasadalah Pasal 48, 49 dan Pasal 50, yangmasing-masing berbunyi :Pasal 48Setiap orang yang dengan sengajamelakukan jarimah pemerkosaan diancamdengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit125 (seratus dua puluh lima) kali, palingbanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kaliatau denda paling sedikit 1.250 (seribu duaratus lima puluh) gram emas murni, palinbanyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh)gram emas murni, atau penjara palingsingkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan,paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima)bulan.Pasal 49Setiap orang yang dengan sengajamelakukan jarimah pemerkosaan terhadaporang yang memiliki hubungan mahram
20 Pasal 1 Angka 30 Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

dengannya, diancam dengan ‘uqubat Ta’zircambuk paling sedikit 150 (seratus limapuluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus)kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribulima ratus) gram emas murni, paling banyak2.000 (dua ribu), gram emas murni ataupenjara paling singkat 150 (seratus limapuluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus)bulan.Pasal 50Setiap orang yang dengan sengajamelakukan jarimah pemerkosaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 48terhadap anak-diancam dengan ‘uqubatTa’zir cambuk paling sedikit 150 (seratuslima puluh) kali, paling banyak 200 (duaratus) kali atau denda paling sedikit 1.500(seribu lima ratus) gram emas murni, palingbanyak 2.000 (dua ribu) gram emas murniatau penjara paling singkat 150 (seratus limapuluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus)bulan. Pengertian mahram menurut qanun
jinayat adalah:Mahram adalah orang yang haramdinikahi selama-lamanya yakni orangtua kandung dan seterusnya ke atas,orang tua tiri, anak dan seterusnya kebawah, anak tiri dari istri yang telahdisetubuhi, saudara (kandung,seayah dan seibu), sauara susuan,ayah dan ibu susuan, saudara ayah,saudara ibu, anak saudara, mertua(laki-laki dan perempuan), menantu(laki-laki dan perempuan). 21

Sedangkan anak adalah “orang yangbelum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum menikah.”22

21 Pasal 1 Angka 25 Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat22 Pasal 1 Angka 40 Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
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Dari ketiga pasal diatas terdapatperbedaan pada unsur korban pemerkosaan.Dalam Pasal 48, korban pemerkosaan adalahdewasa dan orang lain (bukan mahram),dalam Pasal 49, korban pemerkosaan adalahmahram, baik dewasa maupun anak,termasuk anak kandung atau tiri yangberumur belum 18 tahun dan belummenikah masuk dalam kategori unsur pasalini. sedangkan dalam Pasal 50, korbanpemerkosaan adalah anak-anak yang belum18 tahun dan belum menikah serta bukanmahram pelaku.Perbedaan lainnya terletak padasanksi hukum yaitu sanksi pidana dalamPasal 48 lebih rendah 25 kali cambukan, 250gram emas murni dan 25 bulan penjara.Dibandingkan dengan Pasal 49 dan 50.Khusus bagi pemerkosaan terhadap anak,dua Pasal yang dapat dikenakan adalah Pasal49 dan Pasal 50. Dimana ancaman maksimalkedua pasal tersebut adalah 200 kalicambukan, 2.000 gram emas murni, 200bulan (16 tahun, 6 bulan).Sedangkan perbedaan sanksi pidanaantara Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014 dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014yaitu:1. Sanksi pidana maksimal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bagipelaku pemerkosaan terhadap anak yangdilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuhAnak, pendidik, atau tenagakependidikandiperberat 1/3 menjadiyaitu 20 (dua puluh tahun) penjara dandenda Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah).Sedangkan dalam qanunhukumjinayat sanksi pidana cambukmaksimal 200 kali, denda 2.000 gram emasmurni (sampai dengan tulisan iniditurunkan, emas murni per gram adalah Rp.552.000,- x 2.000 gram emas =Rp.1.104.000.000) sedangkan sanksimaksimal penjara adalah 200 bulan (16tahun, 6 bulan).Berdasarkan uraian diatas dapatterlihat bahwa sanksi hukum dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih beratdari qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentanghukum jinayat2. Pelaku pemerkosaan terhadapanak yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014yang dikenakan pemberatan,adalah pelaku yang disebutkansecara konkrit yaitu Orang Tua,Wali, pengasuh Anak, pendidik,atau tenaga kependidikan.Sedangkan pelaku pemerkosaanterhadap anak dalam qanunhukumjinayat Nomor 6 Tahun2014, tidak ada pasalpemberatan bagi pelakupemerkosaan dalam kategoriseperti dalam Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014 yaituOrang Tua, Wali, pengasuh Anak,pendidik, atau tenagakependidikan. Sanksi pidanabagi pemerkosa anak dalamPasal 49 dan Pasal 50 memilikiancaman hukuman yang sama.
D. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah

Syar’iyah Langsa Nomor
05/JN/2016/MS.LgsKronologis kasus secara singkat :Pada hari dan tanggal yang tidakdiingat lagi yaitu bulan Oktober 2015pukul 04.00 wib dan Pada hari Kamistanggal 5 November 2015 pukul04.30 wib AS telah melakukanjarimah pemerkosaan terhadapmahram yaitu Bunga (13 tahun)sebagai korban. Bermula bulanOktober 2015 terdakwa mendapatkabar bahwa anak kandungnya yaituBunga sudah disetubuhi oleh ayahtirinya yang bernama Dedi.Mendengar hal tersebut kemudianterdakwa datang kerumah kakakkandung korban tempat dimanabunga tinggal. Pada saat terdakwa
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melihat korban sedang tidur diruangTV lalu terdakwa menggendongkorban masuk ke kamar. Selanjutnyapada pukul 04.00 wib terdakwamembaringkan tubuh korban danterdakwa tidur disamping korbansambil memeluk korban. Lalu korbanterbangun dan mengatakan “Bapakini kok peluknya kok kayak gitu kitamau tidur”. Sambil tangan korbanmendorong tangan terdakwa, laluterdakwa mengatakan “kau ini kekmana dulu udah hancur masadepanmu”. Lalu terdakwa meremas-remas pantat korban danmengatakan “mulut mu ini nanti akupecahkan”. Lalu korban menangis,terdakwa keluar kamar dan kembalike kamar sambil mengambil jilbabkorban dan melipat-lipatnyakemudian menutup mata korbandengan jilbab sehingga korban tidakdapat melihat. Selanjutnya terdakwamengatakan “ udah siap kan matamuku buat buta?” korban menjawabsambil menangis “ pak, jangan pak?”lalu terdakwa mengatakan “sengajaaku pulang ini memang mau buatkamu cacat, kenapa diam aja jawabooo berarti kalau tidak jawab siapaku buat buta!!” selanjutnya saksikorban menangis dan membukatutup mata sambil mengatakan“capeklah bunga ngomong samabapak dari tadi bunga ngomong samabapak tidak ada bapak open” laluterdakwa semakin marah danterdakwa memasak air panas, setelahitu terdakwa membawa cangkir yangberisikan air panas dan akanmenyiram mata korban. Lalu korbanmenangis dan meminta maaf.Selanjutnya terdakwa melaksanakanjarimah pemerkosaannya. Korbanmenangis sambil mengatakan“jangan pak” terdakwa menjawab“udah diam aja kau udah hancur, ku

bawa ke medan ku jadikan lontekau”.Bahwa selanjutnya pada hari kamistanggal 5 November 2015 pukul04.30 wib terdakwa pulang ke rumahkakak kandung terdakwa. Kemudianterdakwa masuk ke dalam kamarakan tetapi kakak kandung korbanmengatakan “tidur diluar aja ngapaintidur didalam sempit disitu”.Terdakwa menjawab “nggak apa-apaaku tidur dibawah aja” dan setelahitu terdakwa mematikan lampukamar dan menutup rapat pintu.Kemudian terdakwa tidur disampingkorban, dan memeluk serta meraba-raba korban. Korban menolak, laluterdakwa mengatakan “tidakberubah-berubah ya” setelah ituterdakwa marah sambil memukulkorban dan mengatakan “hari inibetul-betul tidak ada ampun, pilihmana mau kumatikan atau ku jadikanlonte di medan!!” selanjutnya korbanmengatakan bahwa ia masih maubersekolah akan tetapi terdakwatidak menghiraukan danmelaksanakan jarimahpemerkosaannya.23
Berdasarkan kronologis singkatdiatas jelas bahwa ayah kandung (terdakwa)telah melakukan persetubuhan dengan anakkandungnya secara paksa dengan ancamankekerasan dan kekerasan (tindakanmemukul). Penuntut Umum menuntutterdakwadengan Pasal 49 jo. Pasal 1 ke-30dan ke-25 qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016tentang Hukum Jinayat.Dalampertimbangannya majelis hakimmenjelaskan setiap unsur-unsur dari Pasal49 tersebut yaitu:
1. Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja
23 Surat Dakwaan Rek.Perk.PDM-20/LNGSA/02/2016 tanggal 10 Februari 2016
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3. Unsur melakukan jarimahpemerkosaan
4. Unsur terhadap yang memilikimahramHa-hal yang memberatkan yangtercantum dalam putusan adalah :1. Perbuatan terdakwa telah merusak masadepan korban2. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadapmahram atau anak kandung sendiri3. Perbuatan terdakwa menimbulkantrauma berkepanjangan pada diri saksikorban4. Terdakwa tidak mempunyai rasapenyesalan terhadap perbuatannyaSedangkan hal-hal yang meringankanyaitu:1. Terdakwa bersikap sopan selamapersidangan2. Terdakwa belum pernah mendapathukuman uqubat (pidana)Dalam putusan Nomor05/JN/2016/MS.Lgs majelis hakimmemutuskan menjatuhkan uqubat (pidana)kepada terdakwa penjara selama 180(serauts delapan puluh) bulan atau 15 (limabelas) tahun.Berdasarkan hasil wawancaradengan Bapak Anwar terkait pertimbanganhakim dalam memutuskan suatu perkarabeliau mengatakan : “Hakim akan memeriksaterdakwa untuk membuktikan dakwaanyang dituntut oleh penuntut umumdipersidangan, untuk setiap unsur dari Pasalyang didakwakan. Jika terbukti hakim akanmempertimbangkan hal-hal yangmemberatkan dan yang meringankan.”24Selanjutnya menanggapi perbedaanhukuman antara Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014 dengan qanun Nomor 6 Tahun2014, Bapak Anwar menjelaskan “bahwahakim pada umumnya tidak keluar darihukum positif yang telah ditetapkan.Hukuman 180 penjara (15 tahun) penjaraadalah hukuman yang tergolong maksimal
24Wawancaraa Hakim Anwar SyamaunMahkamah Syar’iyah Langsa. (diolah)

dari hukuman 200 bulan penjara (16 tahun,6 bulan). 25Berdasarkan uraian diatas diketahuibahwa walaupun hakim diberikankewenangan untuk melakukan penemuanhukum yaitu menggali nilai-nilai keadilanyang ada dalam masyarakat, namunkewenangan ini digunakan untuk suatuketentuan hukum yang belum diatur dalamhukum positif. Sedangkan bagi pelakupemerkosa terhadap anak kandung telahdiatur dalam qanun. Maka hakimberpedoman pada qanun. mungkin akanberbeda apabila ancaman maksimal dalam
qanun sama dengan ancaman maksimaldalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014 (payung hukum perlindungan anak),khususnya bagi orangtua yang melakukanpemerkosaan terhadap anak.Alasan yang paling logis pemberatanhukuman terhadap AS adalah karena ASmelakukan pemerkosaan terhadap anakkandungnya. Bahwa sebagai orang tua ASseharusnya berkewajiban melindungi danmemelihara anak semasa dalam kandunganmaupun sesudah dilahirkan, anak berhakatas kesejahteraan, perawatan, asuhan danbimbingan berdasarkan kasih sayang baikdalam keluarganya, maupun dalam asuhankhusus untuk berkembang secara wajar.Namun dalam hal ini AS justru melakukanperbuatan kejam dan keji terhadap anakkandungnya.Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014 adalah umbrella law dalam upayaperlindungan terhadap anak. Undang-Undang ini merupakan harapan besarmasyarakat demi terwujudnya keadilan bagianak. Pasal pemberatan yang dihadirkandalam undang-undang ini merupakandesakan masyarakat terdahap peningkatankekerasan seksual terhadap anak dimanapelakunya adalah orang-orang yangseharusnya secara langsung pihak yang

25Wawancaraa Hakim Anwar SyamaunMahkamah Syar’iyah Langsa. (diolah)
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menyelenggarakan perlindungan terhadapanakyaitu Orang Tua, Wali, pengasuh Anak,pendidik, atau tenaga kependidikan.Sangat disayangkan justru hukumanyang diberikan qanun masih jauh darisemangat dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014. Sehingga dapat dikatakansanksi pidana bagi ayah sebagai pelakupemerkosa terhadap anak kandungnya,khusus di provinsi Aceh lebih rendah daripada 32 provinsi lainnya di Indonesia.Padalah dampak yang diterima korban (anakkandung) baik secara fisik, psikis, cideratubuh dan dampak sosial tidak adaperbedaan di Aceh maupun di provinsilainnya.Konsep keadilan dan legalitasmenurut Hans Kelsen yaitu untukmenegakkan diatas dasar suatu yang kokohdari suatu tatanan sosial tertentu, menurutHans pengertian “keadilan” bermaknakanleglitas. Suatu peraturan umum adalah “adil”jika benar-benar diterapkan, sementara itusuatu peraturan umum adalah “tidak adil”jika diterapkan pada suatu kasus dan tidakditerapkan pada kasus lain yang serupa.Konsep keadilan dan legalitas inilah yangditerapkan dalam hukum nasional bangsaIndonesia, yang memaknai bahwa peraturanhukum nasional dapat dijadikan sebagaipayung hukum (umbrella law) bagiperaturan peraturan hukum nasional lainnyasesuai tingkat dan derajatnya peraturanhukum itu memiliki daya ikat terhadapmateri-materi yang dimuat (materi muatan)dalam peraturan hukum tersebut.26Menurut Satochid Kartanegara danpendapat-pendapat para ahi hukumterkemuka dalam hukum pidana,mengemukakan teori tujuan pemidanaanatau penghukuman dalam hukum pidanadikenal ada tiga aliran yaitu : 27
26Marwan Hukum, Teori Hukum (dari

Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan
Harmonisasi Hukum Pidana), Referensi (Jakarta:Gaung Persada Press Group), 2014, hal 81.27Ibid, hal 90.

1. Teori AbsoluteTeori ini memberikan pandanganbahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telahmelakukan suatu kejahatan atautindak pidana. Immanuel Kantmengatakan bahwa pidanamenghendaki agar setiap perbuatanmelawan hukum harus dibalaskarena merupakan suatu keharusanyang bersifat mutlak yangdibenarkan sebagai pembalasan.Oleh karena itu konsekuensinyaadalah setiap pengecualian dalampemidanaan yang bertujuan untukmencpaai tujuan tertentu selainpembalsan harus dikesampingkan.2. Teori RelatifMenurut teori ini penjatuhan pidanabukanlah sekedar untuk melakukanpembalsan atau pengimbalan.Pembalasan itu sendiri tidakmempunyai nilai tetapi hanyasebagai sarana melindungikepentingan masyarakat. Tujuanpemidanaan menurut teori ini adalahmenakut-nakuti seseorang suapayatidak melakukan tindka pidana baikpelaku sendiri maupun masyarakat.Dan memperbaiki, mendidik pelakusehingga menjadi orang yang baikdalam masyarakat.3. Teori gabunganTeori ini muncul sebagai reaksi dariteori sebelumnya yang kurang dapatmemuaskan dan menjawabmengenai tujuan pemidanaan. Tokohutama yang mengajukan teori iniadalah Pellegrino Rossi. Pandanganteori ini adalah :a. Dalam rangka menentukan benar danatau tidaknya asas pembalasan,mensyaratkan agar setiap kesalahanharus dibalas dengan kesalahan, makaterhadap mereka telah meninjau tentangpentingnya suatu pidana dari sudutkebutuhan masyarakat dan asaskebenaran.
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b. Suatu tindak pidana menimbulkan hakbagi negara untuk menjatuhkan pidanadan pemidanaan merupakan suatukewajiban apabila telah memiliki tujuanyang dikehendakic. Dasar pembenaran dari pidana terletakpada faktor tujuan yaknimempertahankan tertib hukum.Selanjutnya Rossi berpendapatbahwa pemidanaan merupakan pembalasanterhadap kesalahan yang teah dilakukan,sedangkan berat ringannya pemidanaanharus sesuai dengan absolute justice(keadilan yang mutlak), yang tidak melebihi
sosial justice (keadilan yang dikehendakioleh masyarakat).Berdasarkan uraian teorigabungan diatas, disimpulkan bahwapemidanaan memberikan kepuasan moralkepada masyarakat sesuai rasa keadilan.Memberikan rasa aman kepada masyarakat.Memperbaiki pribadi terpidana dan secarapreventifnya mencegah niat untukmelakukan tindak pidana.Anak merupakan pihak yang palingrentan dalam masyarakat, anak memilikikelemahan untuk mengutarakan tindakpidana yang terjadi padanya karena rasatakut, anak memiliki kelemahan untukmelawan orang dewasa yang melakukantindak pidana kepadanya karena tidak cukupkuat untuk melawan. Tindak pidanapemerkosaan di Indonesia belummengakomodir pemulihan ataupunrehabilitasi terhadap korban. Hak restitusiyang telah diatur masih belum dilaksanakan.Satu-satunya harapan adalah pelakumenerima hukuman berdasarkan keadilanyang mutlak sesuai dengan keadilan yangdikehendaki masyarakat
IV.Penutup

A. Kesimpulan1. KUHP maupun Qanun Jinayah sama-sama mengatur bahwa tindak pidanapemerkosaan terjadi di luarperkawinan. Artinya rumusan KUHPdan Qanun tidak mengenal marital
rape (perkosaan dalam perkawinan).Perbedaan rumusan pemerkosaan

antara KUHP dan Qanun yaknimemuat unsur “dengan sengaja”melakukan pemerkosaan, sedangkandalam KUHP, bagian inti deliknya“dengan kekerasan atau ancamankekerasan” memaksa seorang wanitauntuk bersetubuh dengan dia. Jadiperbuatan tersebut dilakukandengan unsur paksaan.2. Sanksi pidana antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014yaitu: Sanksi pidana maksimal dalamUndang-Undang Nomor 35 Tahun2014 bagi pelaku pemerkosaanterhadap anak yang dilakukan olehOrang Tua, Wali, pengasuh Anak,pendidik, atau tenaga kependidikandiperberat 1/3 menjadi yaitu 20 (duapuluh tahun) penjara dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah).Pelaku pemerkosaan terhadap anakyang dalam Undang-Undang Nomor35 Tahun 2014 yang dikenakanpemberatan, adalah pelaku yangdisebutkan secara konkrit yaituOrang Tua, Wali, pengasuh Anak,pendidik, atau tenaga kependidikan.3. Dalam qanun hukum jinayat sanksipidana cambuk maksimal 200 kali,denda 2.000 gram emas murni(sampai dengan tulisan iniditurunkan, emas murni per gramadalah Rp. 552.000,- x 2.000 gramemas = Rp.1.104.000.000) sedangkansanksi maksimal penjara adalah 200bulan (16 tahun, 6 bulan). Pelakupemerkosaan terhadap anak yangdalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014 yang dikenakanpemberatan, adalah pelaku yangdisebutkan secara konkrit yaituOrang Tua, Wali, pengasuh Anak,pendidik, atau tenaga kependidikan.Pelaku pemerkosaan terhadap anakdalam qanun hukum jinayat Nomor 6Tahun 2014, tidak ada pasalpemberatan bagi pelakupemerkosaan dalam kategori sepertidalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014 yaitu Orang Tua, Wali,pengasuh Anak, pendidik, atau
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tenaga kependidikan. Sanksi pidanabagi pemerkosa anak dalam Pasal 49dan Pasal 50 memiliki ancamanhukuman yang sama.
B. Saran1. Dalam mewujudkan kesejahterahanbangsa kiranya harus adasinkronisasi antara kebijakanpemerintah dengan keadaan sistemsosial saat ini. Maksudnya adalahbahwa aplikasi ancaman pidanayang dijatuhkan kepada pelakutindak pidana harus memilikipengaruh sesuai dengan masing-masing tujuan  pemidanaan.2. Perlunya sosialisasi yang aktifuntuk menegaskan peraturanperundang-undangan tentangperlindungan anak kepadamasyarakat, dengan tujuanpencegahan, penanggulangan danpenurunan jumlah korbankejahatan seksual khususnya yangdapat mengancam masa depananak-anak bangsa.3. Berdasarkan uraian diatas dapatterlihat bahwa sanksi hukum dalamUndang-Undang Nomor 35 Tahun2014 lebih berat dari Qanun Nomor6 Tahun 2014 tentang hukumjinayat. Diharapkan dilakukanpeninjauan ulang terhadap sanksipidana dalam Qanun Nomor 6Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
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